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Abstrak 

Kesadaran hukum merupakan aspek fundamental dalam membentuk masyarakat yang 

tertib dan berkeadilan, terutama di kalangan generasi muda sebagai penerus bangsa. 

Pada era globalisasi saat ini, berbagai pengaruh budaya luar dan perkembangan 

teknologi menyebabkan pergeseran nilai yang berpotensi melemahkan kepatuhan 

terhadap hukum. Fenomena ini tampak dari masih banyaknya pelajar yang melanggar 

aturan, seperti berkendara tanpa menggunakan helm atau belum memiliki surat izin 

mengemudi. Berdasarkan kondisi tersebut, sebagai bentuk pelaksanaan tridharma 

perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Universitas Pamulang menyelenggarakan kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat (PKM) di SMAN 3 Kota Tangerang Selatan dengan tema “ Edukasi 

Meningkatkan  Kesadaran Hukum Bagi Generasi Muda.” Dalam pelaksanaannya, 

kegiatan ini menerapkan pendekatan sosialisasi dan penyuluhan berbasis interaksi 

sebagai media pembelajaran hukum yang bertujuan meningkatkan pemahaman peserta 

terhadap makna serta urgensi kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil 

kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum memahami sepenuhnya 

peraturan hukum dan belum mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Melalui kegiatan ini, siswa memperoleh pemahaman baru tentang arti penting hukum 

serta terdorong untuk menerapkan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab dalam 

kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, edukasi hukum di lingkungan sekolah 

menjadi langkah strategis dalam membangun budaya sadar hukum di kalangan generasi 

muda Indonesia. 

 
Kata-kata kunci: Kesadaran hukum, generasi muda, pendidikan hukum, sosialisasi, pengabdian 
kepada masyarakat. 

Abstract 

Legal awareness is a fundamental aspect in shaping an orderly and just society, 

especially among the younger generation as the future leaders of the nation. In the 

current era of globalization, various external cultural influences and technological 

developments have caused a shift in values that has the potential to weaken compliance 

with the law. This phenomenon can be seen in the large number of students who violate 

rules, such as riding a motorcycle without wearing a helmet or not having a driver's 

license. Based on these conditions, as part of the implementation of the three pillars of 

higher education, lecturers and students of the Pancasila and Citizenship Education 

Study Program at Pamulang University organized a Community Service (PKM) activity 

at SMAN 3 South Tangerang City with the theme “Education to Increase Legal 

Awareness for the Younger Generation.” In its implementation, this activity applied a 

socialization and counseling approach based on interaction as a medium for legal 

learning aimed at increasing participants' understanding of the meaning and urgency 
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of legal awareness in social life. The results of the activity showed that most students 

did not fully understand legal regulations and had not implemented them in their daily 

lives. Through this activity, students gained a new understanding of the importance of 

law and were encouraged to apply the values of discipline and responsibility in social 

life. Thus, legal education in schools is a strategic step in building a culture of legal 

awareness among Indonesia's younger generation. 

 

Keywords: Legal awareness, young generation, legal education, socialization, 

community service. 

PENDAHULUAN 

Hukum merupakan sistem norma 

yang berfungsi mengatur perilaku manusia 

agar kehidupan bermasyarakat berlangsung 

tertib, adil, dan seimbang. Keberadaan hukum 

menjadi elemen pokok yang tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia karena 

berperan sebagai pedoman yang 

mengarahkan tindakan sosial sesuai dengan 

nilai keadilan dan kemanusiaan (Soekanto, 

2019). Dalam konteks negara hukum seperti 

Indonesia, hukum menempati posisi strategis 

sebagai sarana mewujudkan cita-cita 

nasional, menjamin perlindungan hak warga 

negara, serta menegakkan prinsip kesetaraan 

di hadapan hukum (Mertokusumo, 2010). 

Oleh sebab itu, pelaksanaan hukum tidak 

hanya bergantung pada aparat penegak 

hukum, tetapi juga pada kesadaran 

masyarakat untuk mematuhi dan 

menghormati hukum yang berlaku. 

Kesadaran hukum menjadi salah satu 

indikator penting bagi keberhasilan 

penegakan hukum di masyarakat. Menurut 

Baltag & Munteanu (2024), kesadaran hukum 

adalah pengetahuan dan penghayatan 

individu bahwa perilaku manusia tertentu 

telah diatur oleh hukum, baik dalam bentuk 

perintah maupun larangan. Dengan adanya 

kesadaran hukum, seseorang terdorong untuk 

mematuhi hukum bukan karena rasa takut 

terhadap sanksi, melainkan karena kesadaran 

moral untuk menjaga ketertiban dan keadilan 

sosial (Baltag & Munteanu, 2024). Kesadaran 

hukum yang baik akan menumbuhkan budaya 

taat aturan, yang pada akhirnya memperkuat 

legitimasi sistem hukum di mata masyarakat 

(Madani et al., 2025). Oleh karena itu, 

peningkatan kesadaran hukum perlu menjadi 

agenda prioritas dalam pendidikan 

kewarganegaraan dan pembinaan karakter 

bangsa. 

Efektivitas hukum tidak hanya 

bergantung pada kesempurnaan aturan 

tertulis, tetapi juga pada tingkat kesadaran 

hukum masyarakat dalam melaksanakannya. 

Hukum akan berfungsi secara optimal apabila 

warga negara memahami dan bersedia 

melaksanakan norma-norma yang berlaku 

tanpa paksaan (Fluet & Friehe, 2024). Ketika 

masyarakat memiliki kesadaran hukum yang 

rendah, pelanggaran hukum cenderung 

meningkat, dan keadilan menjadi sulit 

ditegakkan. Sebaliknya, masyarakat yang 
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sadar hukum akan berpartisipasi aktif dalam 

menegakkan hukum dan mengawasi perilaku 

sosial di lingkungannya. Oleh karena itu, 

membangun budaya hukum bukan hanya 

tugas aparat, melainkan tanggung jawab 

seluruh komponen bangsa termasuk dunia 

pendidikan (Alkaida et al., 2024). 

Dalam era globalisasi, perubahan 

sosial dan budaya berlangsung dengan sangat 

cepat. Perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi membawa dampak yang besar 

terhadap cara berpikir, bersikap, dan 

bertindak masyarakat, terutama di kalangan 

generasi muda. Globalisasi membuat batas 

nilai dan budaya semakin kabur, sehingga 

banyak remaja yang mengadopsi perilaku 

baru tanpa mempertimbangkan 

kesesuaiannya dengan norma hukum dan 

moral bangsa (McKenzie, 2024). Akibatnya, 

muncul berbagai pelanggaran hukum 

sederhana yang mencerminkan rendahnya 

disiplin sosial, seperti pelajar yang 

berkendara tanpa izin atau tidak mematuhi 

peraturan lalu lintas. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa kesadaran hukum di 

kalangan generasi muda masih perlu 

ditingkatkan melalui pendekatan pendidikan 

dan pembiasaan positif. 

Arus globalisasi tidak hanya 

memengaruhi perilaku, tetapi juga menggeser 

nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa. Dulu, 

generasi muda dikenal memiliki sopan santun 

dan menghargai orang tua melalui tradisi 

sederhana seperti mencium tangan atau 

berbicara dengan bahasa yang santun. 

Namun, kemajuan teknologi dan paparan 

budaya luar yang berlebihan telah 

menyebabkan perubahan sikap yang 

signifikan. Banyak remaja kini lebih 

mementingkan kebebasan pribadi daripada 

tanggung jawab sosial, sehingga nilai-nilai 

moral bangsa mulai terkikis (Rahmi et al., 

2024). Fenomena ini perlu disikapi dengan 

penguatan pendidikan karakter berbasis 

hukum dan budaya bangsa agar generasi 

muda tidak kehilangan arah moral dan 

nasionalismenya (Jati et al., 2025). 

Kepatuhan terhadap hukum 

merupakan bentuk kesetiaan seorang warga 

negara terhadap tatanan sosial yang telah 

disepakati bersama. Namun, kepatuhan 

hukum berbeda dengan kepatuhan sosial 

biasa karena memiliki konsekuensi hukum 

berupa sanksi bagi pelanggarnya (Soekanto, 

2005). Dalam pandangan normatif, sanksi 

memang dibutuhkan untuk menegakkan 

aturan, tetapi kesadaran hukum yang tinggi 

mampu menggantikan paksaan menjadi 

kemauan sukarela untuk menaati hukum. 

Dengan demikian, keberhasilan penegakan 

hukum sangat ditentukan oleh kesadaran 

internal masyarakat dalam menegakkan nilai-

nilai hukum. Semakin tinggi kesadaran 

hukum warga negara, semakin kuat pula 

fondasi hukum dalam membangun keadilan 

sosial dan kesejahteraan bersama. 
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Tingkat kesadaran hukum yang 

rendah di kalangan generasi muda tidak 

terjadi secara kebetulan, melainkan 

merupakan hasil dari sejumlah faktor yang 

saling memengaruhi. Kurangnya pengawasan 

aparat hukum, lemahnya sistem pendidikan 

hukum, serta pengaruh lingkungan sosial 

menjadi penyebab utama (Slanov, 2023). Di 

sisi lain, media sosial sering kali 

menampilkan contoh perilaku yang tidak 

mencerminkan ketaatan hukum, sehingga 

memperkuat perilaku permisif di kalangan 

remaja. Sekolah sebagai lembaga pendidikan 

formal seharusnya tidak hanya mengajarkan 

teori hukum, tetapi juga memberikan 

pembelajaran kontekstual yang menanamkan 

nilai-nilai kepatuhan terhadap hukum. 

Pembinaan hukum yang bersifat praktis dan 

interaktif akan membantu siswa memahami 

pentingnya aturan dalam kehidupan sehari-

hari. 

Sebagai agen perubahan, generasi 

muda turut menentukan dinamika dan 

orientasi pembangunan di masa depan. 

Mereka merupakan aset bangsa yang 

memiliki potensi besar untuk membawa 

perubahan sosial, politik, dan hukum di masa 

depan. Kesadaran hukum menjadi landasan 

moral bagi generasi muda untuk berperilaku 

sesuai dengan norma dan peraturan yang 

berlaku (Yusdiyanto et al., 2022). Dengan 

memiliki kesadaran hukum, generasi muda 

tidak hanya menjadi warga negara yang 

patuh, tetapi juga menjadi agen perubahan 

yang mampu menularkan nilai-nilai positif 

kepada masyarakat. Mereka diharapkan dapat 

mengembangkan sikap kritis, jujur, dan 

bertanggung jawab sebagai wujud partisipasi 

aktif dalam pembangunan nasional. 

Upaya peningkatan kesadaran hukum 

generasi muda perlu dikembangkan melalui 

pendekatan yang bersifat pembelajaran dan 

praktik langsung. Pendidikan hukum berbasis 

pengalaman, seperti sosialisasi, pelatihan, 

atau simulasi hukum, dinilai efektif untuk 

memperkuat pemahaman peserta didik 

terhadap peraturan yang berlaku (Barokah et 

al., 2024). Dengan melibatkan pelajar secara 

langsung dalam kegiatan pengabdian 

masyarakat, mereka dapat merasakan makna 

nyata dari kepatuhan hukum dalam kehidupan 

sosial. Selain itu, keterlibatan akademisi dan 

mahasiswa dalam kegiatan tersebut dapat 

memperkaya pengalaman belajar dua arah, di 

mana sekolah memperoleh wawasan hukum 

yang aktual, sementara perguruan tinggi 

menjalankan perannya dalam pemberdayaan 

masyarakat. 

Berdasarkan uraian latar belakang 

tersebut, tim pengabdian dari Program Studi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Pamulang, yang terdiri atas dua 

orang dosen dan empat orang mahasiswa, 

melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat (PKM) di SMAN 3 Kota 
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Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan 

mengangkat tema “Edukasi Meningkatkan 

Kesadaran Hukum Bagi Generasi Muda.” 

Kegiatan ini dirancang untuk memberikan 

sosialisasi dan pemahaman hukum kepada 

pelajar agar mereka mampu menumbuhkan 

sikap disiplin, tanggung jawab, dan 

kepatuhan terhadap peraturan (Maggalatung 

& Helmi, 2023). Melalui kegiatan ini 

diharapkan terbentuk generasi muda yang 

sadar hukum, memiliki semangat 

kebangsaan, serta mampu menjadi pelopor 

dalam membangun budaya hukum di 

lingkungan sosial dan pendidikan.  

METODE 

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan metode 

sosialisasi atau penyuluhan hukum yang 

difokuskan pada peningkatan kesadaran 

hukum generasi muda. Metode ini dipilih 

karena memiliki karakter komunikatif dan 

interaktif sehingga memungkinkan peserta 

untuk memahami konsep hukum secara 

langsung melalui dialog dan penyampaian 

materi yang aplikatif. Menurut Walgito 

(2013), sosialisasi merupakan proses 

penanaman nilai, norma, dan aturan yang 

dilakukan berlangsung secara berkelanjutan 

antar kelompok dalam suatu lingkungan 

sosial dengan tujuan membentuk perilaku 

sosial yang sesuai dengan harapan 

masyarakat (Walgito, 2013). Dalam konteks 

PKM ini, sosialisasi digunakan sebagai sarana 

transfer pengetahuan mengenai pentingnya 

kepatuhan terhadap hukum dan dampaknya 

terhadap kehidupan sosial di lingkungan 

sekolah. Kegiatan ini diharapkan mampu 

membangun pemahaman siswa bahwa hukum 

tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga 

menjadi pedoman moral dalam menjaga 

ketertiban masyarakat (Soekanto, 2019). 

Partisipasi aktif peserta, khususnya 

generasi muda, menjadi elemen penting 

dalam keberhasilan metode sosialisasi ini. 

Keterlibatan mereka tidak hanya terbatas 

sebagai penerima informasi, tetapi juga 

sebagai agen perubahan sosial yang memiliki 

peran strategis dalam memperkuat budaya 

hukum di masyarakat (Madani et al., 2025). 

Melalui kegiatan interaktif seperti diskusi, 

tanya jawab, dan studi kasus sederhana, 

peserta dilibatkan secara langsung dalam 

proses pembelajaran hukum. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Taylor & Zhang (2025), 

bahwa partisipasi aktif pemuda dalam 

kegiatan edukatif dapat meningkatkan rasa 

tanggung jawab sosial dan memperkuat 

integritas moral (Taylor & Zhang, 2025). 

Dalam kegiatan ini, siswa juga diajak 

memahami peran mereka dalam menjaga 

keadilan dan keteraturan, sebagaimana 

ditegaskan oleh Soekanto (2005), bahwa 

kesadaran hukum individu merupakan 

fondasi utama bagi tegaknya sistem hukum 
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yang berkeadilan (Soekanto, 2005). Dengan 

demikian, metode ini tidak hanya 

menekankan aspek pengetahuan hukum, 

tetapi juga membentuk sikap sadar hukum 

yang berkelanjutan di kalangan pelajar. 

Pelaksanaan kegiatan PKM ini 

mencakup tiga tahapan utama, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

kegiatan. Pada tahap perencanaan, tim 

pengabdian yang terdiri atas dua dosen dan 

empat mahasiswa dari Program Studi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Pamulang, melakukan koordinasi 

dengan pihak sekolah untuk menentukan 

kebutuhan materi serta jadwal kegiatan. 

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui 

kegiatan penyuluhan hukum yang 

disampaikan dengan pendekatan komunikatif 

dan berbasis pengalaman peserta. Sedangkan 

tahap evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh 

mana peningkatan pemahaman dan sikap 

sadar hukum peserta setelah mengikuti 

kegiatan sosialisasi. Evaluasi ini penting 

sebagai dasar perbaikan kegiatan serupa di 

masa mendatang agar program pengabdian 

semakin efektif dan berdampak nyata bagi 

masyarakat (Sugiyono, 2023). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh 

tim dosen dan mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Pamulang, berfokus pada 

peningkatan kesadaran hukum di kalangan 

generasi muda. Kegiatan ini didorong oleh 

hasil pengamatan awal yang menunjukkan 

rendahnya pemahaman pelajar terhadap 

konsep hukum, sistem peradilan, serta 

implikasi pelanggaran hukum dalam 

kehidupan sosial. Berdasarkan wawancara 

awal dengan pihak sekolah dan siswa, 

ditemukan bahwa sebagian besar pelajar 

belum memahami pentingnya kepatuhan 

terhadap hukum dalam membentuk karakter 

bangsa. Temuan tersebut sejalan dengan 

pandangan Soekanto (2019), bahwa 

kesadaran hukum masyarakat sangat 

menentukan efektivitas hukum dalam 

menciptakan ketertiban sosial (Soekanto, 

2019). Oleh karena itu, kegiatan PKM ini 

dirancang untuk menjawab permasalahan 

rendahnya kesadaran hukum melalui 

pendekatan edukatif berbasis sosialisasi dan 

partisipasi aktif peserta didik. 

Tahapan awal kegiatan PKM dimulai 

dengan observasi lapangan di lingkungan 

SMAN 3 Kota Tangerang Selatan. Observasi 

dilakukan oleh dua orang dosen bersama 

empat mahasiswa dengan tujuan 

mengidentifikasi kebutuhan dan 

permasalahan hukum yang dihadapi siswa. 

Proses observasi meliputi pengumpulan data 

melalui wawancara informal, dialog dengan 
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guru PPKn, serta pengamatan perilaku sosial 

peserta didik di sekolah. Berdasarkan hasil 

pengamatan tersebut, diperoleh kesimpulan 

bahwa sebagian besar siswa memiliki 

pemahaman hukum yang terbatas dan belum 

mengenal secara mendalam sistem peradilan 

di Indonesia. Selain itu, ditemukan pula 

adanya perilaku yang menunjukkan 

kurangnya disiplin terhadap aturan sekolah, 

seperti keterlambatan, ketidaktertiban, dan 

rendahnya kesadaran terhadap tanggung 

jawab sosial. Temuan ini memperkuat 

kebutuhan akan program sosialisasi hukum 

yang dapat menanamkan nilai disiplin dan 

kepatuhan terhadap aturan (Soekanto, 2005). 

Hasil observasi kemudian menjadi 

dasar penyusunan rencana kegiatan 

pengabdian. Tim dosen dan mahasiswa 

melakukan diskusi akademik untuk 

merumuskan strategi pelaksanaan yang 

efektif, baik dari segi materi, metode, maupun 

media penyampaian. Dalam diskusi tersebut, 

tim memutuskan untuk menggunakan metode 

sosialisasi interaktif, yang memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi 

secara aktif di seluruh proses pembelajaran. 

Temuan penelitian Taylor & Zhang (2025), 

menjadi dasar bagi penerapan pendekatan ini, 

yang mengindikasikan bahwa metode 

sosialisasi partisipatif dapat memperdalam 

pemahaman sekaligus menumbuhkan minat 

peserta terhadap topik yang disampaikan. 

Kegiatan ini juga mengadopsi prinsip 

pendidikan partisipatif, di mana peserta tidak 

hanya menjadi penerima informasi, tetapi 

juga berkontribusi dalam proses 

pembelajaran melalui tanya jawab, refleksi, 

dan studi kasus. Pendekatan seperti ini dinilai 

paling tepat untuk membangun kesadaran 

hukum di kalangan remaja sekolah menengah 

(Taylor & Zhang, 2025). 

Dalam tahap perencanaan, tim dosen 

dan mahasiswa juga melaksanakan 

komunikasi dan perencanaan bersama pihak 

sekolah guna menetapkan jadwal kegiatan, 

jumlah peserta, serta kebutuhan teknis yang 

diperlukan. Sekolah menyambut baik 

program ini karena sebelumnya belum pernah 

ada kegiatan serupa yang secara spesifik 

membahas edukasi kesadaran hukum bagi 

pelajar. Pihak sekolah menilai bahwa 

kegiatan PKM seperti ini sangat relevan 

dengan upaya pembinaan karakter dan 

kedisiplinan siswa. Berdasarkan hasil 

koordinasi tersebut, ditetapkan bahwa 

kegiatan sosialisasi akan diikuti oleh 

perwakilan seluruh kelas, dengan 

pelaksanaan selama satu hari penuh di aula 

sekolah. Materi sosialisasi difokuskan pada 

pengenalan sistem hukum nasional, 

pemahaman peraturan dasar, serta pentingnya 

partisipasi aktif pelajar dalam menegakkan 

nilai-nilai hukum di lingkungan sekolah 

(Madani et al., 2025). Tahap persiapan ini 

juga mencakup pembuatan modul dan media 
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presentasi agar kegiatan berlangsung menarik 

dan efektif. 

Tahap pelaksanaan kegiatan PKM 

dilaksanakan dengan pendekatan komunikatif 

dan edukatif, yang menggabungkan 

penyampaian materi dan diskusi interaktif. 

Kegiatan diawali dengan sambutan dari pihak 

sekolah serta tim dosen, kemudian 

dilanjutkan dengan pemaparan materi utama 

tentang kesadaran hukum dan sistem 

peradilan di Indonesia. Dosen pemateri 

menjelaskan bagaimana hukum berfungsi 

melindungi hak warga negara serta mengatur 

kewajiban dalam kehidupan sosial. Peran 

mahasiswa pendamping diwujudkan melalui 

kegiatan memfasilitasi diskusi dan 

memberikan arahan agar peserta lebih mudah 

memahami materi yang dibahas. Kegiatan ini 

tidak semata-mata memberikan wawasan 

baru kepada peserta didik, melainkan juga 

mengarahkan mereka untuk meninjau 

kembali perilaku sehari-hari dalam kaitannya 

dengan aturan hukum dan norma sosial. 

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan 

Yusdiyanto (2022), bahwa pendidikan moral 

dan hukum perlu dikembangkan secara 

praktis agar nilai-nilainya dapat 

diinternalisasi melalui pengalaman belajar 

yang bermakna (Yusdiyanto et al., 2022). 

 

Foto 1: Kegiatan Pelaksanaan PKM  

Pelaksanaan sosialisasi dimulai 

dengan penjelasan umum mengenai arti 

penting hukum dalam kehidupan masyarakat 

dan peran generasi muda dalam 

menegakkannya. Dosen pemateri membuka 

kegiatan dengan memberikan gambaran 

tentang fungsi hukum sebagai sarana 

menciptakan ketertiban sosial serta menjamin 

keadilan bagi seluruh warga negara. Siswa 

kemudian diajak untuk menelaah contoh-

contoh konkret penerapan hukum dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti kepatuhan 

terhadap peraturan lalu lintas dan tata tertib 

sekolah. Menurut Mertokusumo (2010), 

keberhasilan hukum dalam masyarakat sangat 

ditentukan oleh tingkat pemahaman dan 

kesadaran warga negara terhadap norma 

hukum yang berlaku. Melalui pendekatan 

tersebut, peserta mulai memahami bahwa 

hukum bukan sekadar alat pembatas, 

melainkan sistem nilai yang melindungi 

kepentingan bersama serta menjamin hak-hak 

individu (Mertokusumo, 2010). 
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Sesi berikutnya dilaksanakan dalam 

bentuk penyuluhan interaktif, di mana peserta 

diberi kesempatan untuk mengajukan 

pertanyaan, memberikan pendapat, dan 

berbagi pengalaman pribadi yang berkaitan 

dengan hukum. Mahasiswa pendamping 

membantu memoderasi jalannya diskusi agar 

suasana tetap kondusif dan fokus pada tema 

utama. Beberapa pertanyaan yang muncul 

dari peserta antara lain terkait perbedaan 

antara pelanggaran hukum dan pelanggaran 

norma sosial, serta bentuk sanksi yang 

diberikan pada setiap pelanggaran. Dosen 

pemateri menjawab dengan memberikan 

contoh nyata yang relevan dengan kehidupan 

pelajar, sehingga peserta lebih mudah 

memahami konteks hukum secara praktis. 

Pendekatan dialogis semacam ini sesuai 

dengan temuan Taylor & Zhang (2025), 

bahwa kegiatan sosialisasi berbasis interaksi 

langsung mampu meningkatkan pemahaman 

konseptual dan minat peserta terhadap isu 

sosial yang sedang dibahas (Taylor & Zhang, 

2025). 

Antusiasme peserta menjadi salah 

satu indikator keberhasilan kegiatan 

sosialisasi ini. Banyak siswa yang aktif 

berpartisipasi, baik dalam diskusi maupun 

dalam mengajukan pertanyaan kritis seputar 

pelanggaran hukum yang sering mereka 

jumpai di lingkungan sekitar. Dosen 

memberikan tanggapan dengan bahasa yang 

mudah dipahami, disertai penjelasan 

kontekstual agar materi terasa dekat dengan 

kehidupan peserta. Misalnya, ketika 

membahas pelanggaran hukum ringan seperti 

cyberbullying atau penyebaran informasi 

palsu di media sosial, peserta dapat langsung 

mengaitkannya dengan pengalaman mereka 

sendiri. Menurut Kaltsas & Gkaintartzi 

(2023), partisipasi aktif peserta dalam proses 

belajar mengajar merupakan salah satu 

indikator efektivitas kegiatan pendidikan, 

karena menunjukkan keterlibatan kognitif 

dan emosional yang tinggi terhadap materi 

yang diajarkan. Keterlibatan aktif ini 

memperkuat pesan bahwa kesadaran hukum 

tidak hanya dipelajari, tetapi juga harus 

dipraktikkan (Kaltsas & Gkaintartzi, 2023). 

Selama kegiatan berlangsung, tim 

pengabdian juga menggunakan media visual 

dan studi kasus untuk memperkuat 

pemahaman peserta. Materi disajikan dalam 

bentuk tayangan PowerPoint dan video 

pendek yang menggambarkan situasi 

pelanggaran hukum dalam kehidupan 

masyarakat. Media ini dimaksudkan untuk 

membantu peserta memahami perbedaan 

antara pelanggaran norma sosial dan 

pelanggaran hukum secara konkret. 

Pendekatan visual dianggap lebih menarik 

dan efektif untuk kelompok usia remaja 

karena dapat menstimulasi daya imajinasi 

serta memudahkan pemahaman konsep 

abstrak (Zulfikar et al., 2025). Selain itu, 

kegiatan ini juga memanfaatkan metode 
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simulasi singkat, di mana peserta diminta 

menirukan proses penyelesaian kasus 

sederhana melalui diskusi kelompok. Dari 

aktivitas tersebut, peserta belajar bahwa 

proses penegakan hukum membutuhkan kerja 

sama antara masyarakat, aparat, dan lembaga 

hukum untuk mencapai keadilan yang 

sesungguhnya. 

Setelah penyampaian materi utama 

selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi 

refleksi kelompok. Dalam sesi ini, peserta 

diminta untuk menyimpulkan hal-hal penting 

yang mereka peroleh selama kegiatan 

berlangsung dan menuliskannya dalam 

lembar umpan balik. Beberapa peserta 

menuliskan bahwa mereka baru memahami 

betapa pentingnya hukum dalam menjaga 

ketertiban sosial dan mencegah konflik 

antarindividu. Refleksi ini menjadi momen 

penting karena menunjukkan bahwa kegiatan 

sosialisasi telah berhasil membangkitkan 

kesadaran hukum peserta dari sekadar 

pengetahuan menuju pemahaman nilai 

(Yusdiyanto et al., 2022). Proses reflektif ini 

juga sejalan dengan konsep experiential 

learning, di mana peserta belajar melalui 

pengalaman langsung, bukan hanya dari teori 

(Kolb, 2015). Dengan demikian, kegiatan ini 

tidak hanya memberikan pengetahuan 

hukum, tetapi juga membentuk sikap dan 

perilaku sadar hukum pada diri pelajar. 

Setelah seluruh rangkaian kegiatan 

selesai dilaksanakan, tim pengabdian 

melakukan tahap evaluasi program untuk 

menilai keberhasilan serta efektivitas 

pelaksanaan PKM. Evaluasi dilakukan 

melalui dua pendekatan, yaitu observasi 

langsung selama kegiatan berlangsung dan 

pengumpulan umpan balik tertulis dari 

peserta serta pihak sekolah. Berdasarkan hasil 

evaluasi, mayoritas peserta menyatakan 

bahwa kegiatan sosialisasi ini memberikan 

pengalaman baru dan menambah pemahaman 

mereka mengenai pentingnya hukum dalam 

kehidupan bermasyarakat. Kepala sekolah 

dan guru pendamping juga memberikan 

tanggapan positif, menyebut bahwa kegiatan 

ini memberikan dampak signifikan terhadap 

peningkatan disiplin dan kesadaran siswa 

terhadap aturan sekolah. Menurut Arikunto 

(2013), evaluasi program merupakan langkah 

penting dalam menentukan keberhasilan 

suatu kegiatan pendidikan, karena 

memberikan gambaran objektif tentang 

capaian serta aspek yang perlu ditingkatkan 

pada kegiatan berikutnya (Arikunto, 2013). 

Hasil evaluasi juga menunjukkan 

adanya peningkatan pemahaman kognitif dan 

afektif peserta terhadap konsep kesadaran 

hukum. Secara kognitif, siswa mampu 

menjelaskan kembali pengertian hukum, 

fungsi peraturan, dan proses peradilan 

sederhana di Indonesia. Sementara secara 

afektif, terlihat perubahan sikap dalam hal 

kepatuhan terhadap aturan sekolah serta 

kesediaan untuk menegur teman yang 
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melakukan pelanggaran ringan. Perubahan 

tersebut menjadi indikator keberhasilan 

sosialisasi dalam menanamkan nilai-nilai 

hukum ke dalam perilaku nyata. Hal ini 

sejalan dengan temuan Martínez (2024), yang 

menyatakan bahwa pendidikan partisipatif 

dapat menumbuhkan tanggung jawab sosial 

dan moral apabila disertai keterlibatan aktif 

peserta dalam proses pembelajaran (Martínez, 

2024). Dengan demikian, kegiatan PKM ini 

tidak hanya meningkatkan pengetahuan 

hukum, tetapi juga memperkuat dimensi sikap 

dan perilaku sadar hukum di kalangan peserta 

didik. 

Selain peningkatan pada peserta, 

kegiatan ini juga memberikan pembelajaran 

penting bagi tim dosen dan mahasiswa. Dosen 

memperoleh pengalaman empiris mengenai 

kondisi nyata kesadaran hukum di lingkungan 

sekolah menengah, yang dapat dijadikan 

bahan refleksi untuk pengembangan 

kurikulum pembelajaran di perguruan tinggi. 

Sementara bagi mahasiswa, kegiatan ini 

menjadi sarana untuk menerapkan teori yang 

diperoleh di bangku kuliah ke dalam situasi 

sosial yang konkret. Kolaborasi antara dosen 

dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan 

pengabdian ini juga memperkuat semangat 

Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya 

dalam aspek pengabdian kepada masyarakat 

(Sugiyono, 2023). Seperti dijelaskan oleh 

Iribarren et al., (2025), keterlibatan 

mahasiswa dalam kegiatan sosial 

kemasyarakatan dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi, empati, dan 

kepekaan sosial, yang menjadi bekal penting 

bagi calon pendidik profesional (Iribarren et 

al., 2025). 

Refleksi yang dilakukan setelah 

kegiatan juga menegaskan bahwa 

keberhasilan peningkatan kesadaran hukum 

di kalangan pelajar tidak dapat dicapai hanya 

dengan kegiatan sosialisasi sesaat. 

Diperlukan upaya berkelanjutan melalui 

integrasi pendidikan hukum dalam kegiatan 

pembelajaran sekolah, baik secara formal di 

mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan maupun melalui kegiatan 

ekstrakurikuler. Menurut Soekanto (2019), 

kesadaran hukum tidak dapat dibangun secara 

instan, tetapi harus ditumbuhkan melalui 

proses pendidikan yang berulang dan 

konsisten (Soekanto, 2019). Oleh karena itu, 

hasil kegiatan PKM ini diharapkan menjadi 

pemicu bagi sekolah untuk terus 

mengembangkan program-program edukatif 

yang mendukung pembentukan budaya 

hukum di lingkungan pendidikan. Kolaborasi 

antara sekolah, perguruan tinggi, dan 

masyarakat perlu diperkuat agar kesadaran 

hukum generasi muda dapat berkembang 

secara berkelanjutan. 

Secara keseluruhan, kegiatan PKM 

“Edukasi Meningkatkan Kesadaran 

Hukum Bagi Generasi Muda” di SMAN 3 

Kota Tangerang Selatan dapat dinilai berhasil 
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mencapai tujuannya. Melalui pendekatan 

sosialisasi interaktif dan partisipatif, kegiatan 

ini tidak hanya meningkatkan pemahaman 

hukum, tetapi juga membangun sikap positif 

terhadap pentingnya mematuhi peraturan 

dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan 

kegiatan ini memperlihatkan bahwa upaya 

membangun kesadaran hukum di kalangan 

remaja harus dilakukan melalui pendidikan 

yang menyenangkan, komunikatif, dan 

berbasis pengalaman. Sejalan dengan 

pandangan Jati et al., (2025), penanaman 

kesadaran hukum merupakan proses 

pembelajaran sosial yang membutuhkan 

dukungan lingkungan, keteladanan, dan 

penguatan nilai-nilai moral (Jati et al., 2025). 

Dengan demikian, kegiatan ini bukan sekadar 

bentuk pengabdian dosen dan mahasiswa, 

tetapi juga kontribusi nyata dalam 

membentuk generasi muda yang taat hukum, 

berintegritas, dan berjiwa kebangsaan. 

 

Foto 2: Pelaksanaan PKM 

 

 

KESIMPULAN 

Kesadaran hukum memiliki peran yang 

sangat penting dalam mewujudkan 

penegakan hukum yang efektif dan 

berkeadilan. Masyarakat yang memiliki 

kesadaran hukum tinggi akan menjadikan 

hukum sebagai pedoman moral dalam 

bertindak, bukan sekadar aturan yang harus 

ditaati karena adanya sanksi. Hal ini juga 

berlaku bagi generasi muda yang menjadi 

agen perubahan sosial dan penerus bangsa, di 

mana pemahaman terhadap hukum perlu 

dibangun sejak dini melalui proses 

pendidikan dan pembiasaan yang 

berkelanjutan. Kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat yang telah dilaksanakan oleh tim 

dosen dan mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Pamulang di SMAN 3 Kota 

Tangerang Selatan, telah memberikan 

kontribusi nyata dalam peningkatan 

pengetahuan dan kesadaran hukum peserta 

didik. Melalui kegiatan sosialisasi dan 

penyuluhan yang interaktif, peserta tidak 

hanya memperoleh pemahaman konseptual 

mengenai hukum, tetapi juga termotivasi 

untuk menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Keberhasilan kegiatan ini 

diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi 

lembaga pendidikan lain untuk melaksanakan 

program serupa, guna memperkuat budaya 

sadar hukum di kalangan pelajar Indonesia. 
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Ucapan terima kasih disampaikan kepada 

seluruh pihak yang telah mendukung 
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